




BERJUANG
BERJUANG UNTUK HAK ASASI MANUSIA

FOR HUMAN RIGHTS

Pameran tentang Para Pembela HAM sebagai Peringatan 9 Tahun Meninggalnya Munir
Berjuang untuk dunia yang lebih adil dan aman, aktivis, pengacara, wartawan, LSM, serikat buruh, pemimpin 

agama dan masyarakat, dan kadang-kadang orang biasapun mengambil sikap untuk menghormati HAM di seluruh 

belahan dunia. Dengan melakukan aksi damai dan berpengaruh, para pembela HAM ini mengkritik aktor kekuatan 

politik dan ekonomi untuk dampak merusak yang mereka ciptakan terhadap HAM. Untuk membela HAM, mereka 

mempertaruhkan hidup mereka sendiri. 

Ancaman datang dalam berbagai bentuk, mulai dari pelecehan secara administrasi sampai penahanan dan 

penyiksaan, bahkan pembunuhan tanpa pengadilan. Tanggal 7 September menandai 9 tahun terbunuhnya Munir Said 

Thalib, anggota pendiri organisasi KontraS di Indonesia. KontraS dan FIDH telah memutuskan untuk memperingati 

perjuangan Munir dengan menampilkan cerita pembela HAM dari berbagai belahan dunia, yang mencerminkan 

universalitas dan keberagaman komitmen untuk HAM.

Striving for a more just and secure world, activists, 

lawyers, journalists, NGOs, trade unionists, religious or 

community leaders and sometimes-ordinary citizens 

stand up for the respect of human rights in all regions 

of the globe.

By carrying out their legitimate and peaceful 

activities, these human rights defenders happen to 

criticize powerful political and economic actors for their 

harmful impact on human rights. In order to defend the 

rights of others, they often put their life at risk. Repression 

can take many forms, ranging from administrative 

harassment to arrest and torture, or even extrajudicial 

killing.

September 7th, 2013 marks the 9th anniversary 

of the assassination of Munir Said Thalib, founding 

member of the Indonesian human rights organization 

KontraS. KontraS, FIDH, TAF and Oak Foundation  have 

decided to commemorate Munir’s fight for human rights 

by presenting the stories of 25 human rights defenders 

from different regions of the world, thereby reflecting 

the universality and diversity of commitment to human 

rights.

As concern, the Indonesian government doesn’t 

have protection mechanism for human rights defenders. 

The human rights defenders from many sectors, people 

who defend the freedom of religion, land rights, 

journalist, anti corruption and in conflict areas are still 

become targets from violence. Terror, intimidation, 

torture, defamation and killings for human rights 

defenders are still occurred in Indonesia.

We believe, struggle for justice and rights are 

important, but protecting the protectors in doing the 

works are also crucial.

STRIVING
A photo exhibition on human rights defenders to mark 
the 9th commemoration of Munir’s assassination

Jakarta, 5 – 9 September 2013

The Commission for Disappeared and Victims of Violence 
(KontraS)
International Federation of Human Rights (FIDH)



ADILUR RAHMAN
KHAN

Bangladesh: Adilur Rahman Khan, pengacara dan sekretaris 
organisasi hak asasi manusia Odhikar, peserta Kongres ke-38 
FIDH, sebelum ditangkap di bulan Agustus 2013.

Bangladesh: Adilur Rahman Khan, lawyer 
and founding member secretary of the 
human rights organisation Odhikar, 
attending FIDH 38th Congress before his 
arrest in August 2013.

Photo: Erhan Arik, 2013, Istanbul, Turkey.

dilur Rahman Khan adalah seorang pengacara di Mahkamah Agung Bangladesh. Ia telah membela 

hak para korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, ia 

adalah tokoh HAM terpandang dan salah satu pendiri organisasi HAM bernama Odhikar. 

Dikenal sebagai organisasi yang menghormati aturan hukum, Odhikar telah menganalisis 

situasi HAM di Bangladesh sejak tahun 1994, mendokumentasikan kasus-kasus pembunuhan di luar 

pengadilan, tindakan penyiksaan, penghilangan paksa dan kekerasan berlatar belakang politik. Di 

bulan Juni 2013, Odhikar mempublikasikan laporan mengenai kekerasan yang dilakukan polisi pada 

saat aksi protes yang dilakukan oleh organisasi Islam Hefazat-e-Islam di bulan Mei. 

Pada tanggal 10 Agustus 2013, Adilur ditahan oleh Unit Detektif Kepolisian atas tuduhan 

“mempublikasikan informasi dan gambaran palsu serta mengganggu hukum serta aturan negara”.  

Tuduhan ini jelas terkait dengan laporan Odhikar tentang aksi kekerasan polisi saat demonstrasi Hefazat, 

dan tampaknya bertujuan untuk membatasi hak Adilur dalam mengemukakan pendapat. 

Adilur Rahman Khan is a practising lawyer 

at the Supreme Court of Bangladesh. As such, 

he has been defending the rights of victims 

of abuses carried out by the law-enforcement 

agencies. He is also a prominent human rights 

activist,   and founding member of the human 

rights organization Odhikar, of which he is 

currently secretary.

Committed to the respect of the rule of law, 

Odhikar has been analysing the human rights 

situation in Bangladesh since 1994, documenting 

extra-judicial killings, the use of torture, enforced 

disappearances and political violence. In June 

2013, Odhikar published a report on the police 

violences that occurred during a rally organised 

by the Islamist organisation Hefazat-e-Islam in 

May.

On August 10, 2013, Adilur was arrested 

by the Detective Branch of Police for allegedly 

“publishing false images and information and 

disrupting the law and order of the country”. 

The accusations brought against him are clearly 

related to Odhikar’s report on the crackdown 

on Hefazat’s rally, and seem to merely aim at 

sanctioning his right to freedom of expression.







NASRIN SOTOUDEH
Photo: Kaveh Rostamkhani, 2013, Teheran, Iran. 

Iran: Nasrin Sotoudeh, pengacara hak asasi manusia dan anggota dari Pusat Pembela 
Hak Asasi Manusia (DHRC) menjalani enam tahun penjara..

asrin Sotoudeh terkenal akan keberaniannya dalam membela HAM dan berjuang bagi hak-hak perempuan. 

Setelah lulus dari Universitas Shahid Beheshti di Teheran dan lulus ujian sarjana hukum, ia bekerja di banyak 

kasus terkait pelanggaran HAM, termasuk kekerasan terhadap pasangan dan anak-anak. Ia adalah pengusul gerakan 

“Kampanye Satu Juta Tanda Tangan”, sebuah usaha mereformasi Hukum Keluarga Islam yang menganggap perempuan 

adalah warga negara kelas dua. 

Nasrin Sotoudeh juga telah membela kaum muda yang diancam hukuman mati, tahanan dan aktivis HAM. Iran 

adalah satu dari sekian banyak negara di dunia yang sangat menekan para pembela HAM. Setelah gerakan politik di 

tahun 2009, banyak pembela HAM yang ditahan dan dituntut dengan alasan tidak jelas. Sebagai seorang pengacara, 

Nasrin selalu berjuang agar penentang politik dapat bersuara. Sebagai contoh ia pernah mewakili Pemenang Nobel 

Shirin Ebadi. Menurut Shirin, “Sotoudeh adalah pengacara HAM pemberani yang masih tersisa yang berani menerima 

resiko demi membela korban pelanggaran HAM di Iran”. 

Ditahan di bulan September 2010 dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, ia masih ditahan di tempat tersendiri di 

penjara Evin di Teheran sampai hari ini. “Saya berulang kali menanyakan diri saya sendiri selama di penjara: bagaimana 

hidup saya berjalan seperti sekarang? Saya tahu tidak bisa lari dari situ, namun rasa menderita yang dalam membuat 

saya protes, protes atas pelanggaran HAM yang terus berlangsung di masyarakat, dimana keluarga saya dan jutaan 

orang lain yang saya cintai, tinggal di sana”, tulisnya. Selama di penjara, ia melakukan aksi mogok makan terkait sanksi 

yang dikenakan kepada keluarganya. Di tahun 2012, ia dianugerahi Sakharov Price oleh Parlemen Eropa.

Iran: Nasrin Sotoudeh, Iranian human 
rights lawyer and member of the 
Defenders of Human Rights Centre (DHRC) 
serving a six-year prison sentence.

Nasrin Sotoudeh is known for her courageous 

work defending human rights and fighting to promote 

women’s rights. After graduating from Shahid Beheshti 

University in Tehran and passing the Bar, she worked 

on many cases of human rights violation, including 

child and spousal abuses. She was the initiator of the 

“One Million Signature Campaign”, an attempt to reform 

the Islamic Family Law which considers women to be 

second-class citizens. 

Nasrin Sotoudeh has also defended juveniles 

facing death penalty, prisoners of conscience and human 

rights activists. Indeed, Iran is one of the most oppressive 

countries in the world for human rights defenders. 

Following political unrest in 2009, many defenders were 

arrested and prosecuted on false charges. As a lawyer, 

Nasrin has always struggled to give political dissidents a 

voice. She has for instance represented Nobel Laureate 

Shirin Ebadi, according to whom “Ms. Sotoudeh is one 

of the last remaining courageous human rights lawyers 

who has accepted all risks for defending the victims of 

human rights violations in Iran”. 

Arrested in September 2010 and sentenced 

to 6 years of prison in appeal, she remains in solitary 

confinement in Tehran’s Evin prison to this day. “I have 

asked myself many times in prison: how did my life 

unfold as it has? I knew that there was no escape from 

it, but a suffering deep inside obliged me to protest; to 

protest at the persistent violation of human rights in a 

society, where I, my family and millions of other people, 

whom I love, live”, she recently wrote. While in prison, 

she undertook two hunger strikes to protest against 

the sanctions imposed on her family members. In 2012, 

she was awarded the Sakharov Price by the European 

Parliament.



WIDJI
THUKUL
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“Aku masih utuh 
dan kata-kata 

tak pernah binasa”

“Iam still exist and the words never be erased”

iji Thukul adalah seniman unik yang menyuarakan kritik pedas kepada pemerintah Orde Baru lewat 

puisi dan teaternya. Ia lahir dari keluarga tukang becak yang menyaksikan langsung berbagai bentuk 

ketidakadilan sosial di tanah kelahirannya, Solo. Secara otodidak, ia menulis puisi dan bermain teater hingga 

ikut terlibat aktif dalam Jaringan Kerja Rakyat (Jaker) dan mendirikan Sanggar Suka Banjir di kampungnya. 

Pada 1994, ia memimpin aksi petani di Ngawi, Jawa Timur, ditangkap dan dipukuli militer. Pada 1995, ia 

ikut dalam aksi protes karyawan PT Sritex dan mengalami cedera mata kanan karena dibenturkan pada mobil 

aparat, yang menyebabkan penglihatannya kabur. Ia juga berkali-kali diinterogasi dan ditangkap aparat militer 

dan polisi karena melakukan aksi dan terus menerus menulis puisi yang kritis. Ia harus menyembunyikan diri 

dan berpindah tempat tinggal yang membatasinya untuk bersua dengan keluarga. Pada 1998, ia tak lagi 

dapat dikontak oleh keluarga dan kawan-kawannya. 

Wiji Thukul telah dihilangkan secara paksa. Ia adalah wajah dari seniman dan aktivis pembela HAM yang 

lewat tulisan dan suaranya kerap menyentil kebijakan pemerintah yang tak berkeadilan. Namun semangat 

dan pemikirannya tak pernah habis. Istrinya, Sipon sempat turut meneruskan merawat Sanggar Suka Banjir. 

Sementara istrinya Fitri Nganthi Wani mewariskan bakatnya berpuisi dan Fajar Merah menjadi pemain musik 

indie yang juga kerap menyuarakan situasi sosial. Hingga kini, ia tetap menjadi inspirasi. Seperti serunya, 

bahwa “aku masih utuh dan kata-kata tak pernah binasa”



Wiji Thukul is a unique artist who voiced scathing criticism of the New Order government through 

his poetries and theaters. He wasborn into a poor family whowitnessed directly the various forms of social 

in equality in thel and of his birth, Solo, Central Java.By self-taught, he wrote poetry and played theater to 

actively involved in the People’s Network(Jaringan Kerja Rakyat/ JAKKER) and founded the Suka Banjir Art and 

Culture Community (Sanggar Suka Banjir) in his village.

In 1994, he led a farmer demonstration in Ngawi, East Java. He was arrested and beaten by the military. 

In 1995, he was participated in protests of workers of PT.Sritex and injured at his right eyes due slammed 

to the car of apparatus, which made his eyes blurred. He also repeatedly arrested and interrogated by the 

military and police officers because of allegedly continued to demonstrated, write critical poetries. He had to 

hide himself and lives in several different places that cause of restricting him to meet with his family. In 1998, 

the family and his friends could no longer contact him.

Wiji Thukul has been disappeared by force. Heis the icon of the artist and activist for human rights 

defenders through his writing sand voices that often flicked the government’s injustice policies. However, 

his spirit and thoughts are remained and never exhausted. His wife, Sipon,had been continues caring on the 

Sanggar Suka Banjir. Meanwhile, his daughter,Fitri Nganthi Wani, be queath poetic talents and Fajar Merah 

become an indie music player, who always express the social situation. Until now, here mains an inspiration. 

As he said: ï am still exist and the words never be erased’



ALES BIALITSKI
Photo: Julia Darashkevitch, 2007, Minsk, Belarus.  



Belarusia: Ales Bialiatski, Kepala Pusat Hak Asasi Manusia Viasna 
dan Wakil Presiden FIDH, menjalani hukuman 
empat setengah tahun penjara demi membela HAM

les Bialiatski telah membela demokrasi secara aktif di Belarusia selama kurun waktu 30 tahun. Selama 

melakukan aksi melawan totaliterisme, ia sudah ditahan lebih dari 25 kali. Di tahun 1996, ia turut 

mendirikan Pusat Hak Asasi Manusia Viasna, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang membantu para 

tahanan politik dan kemudian bekerja secara sembunyi semenjak dibubarkan pada tahun 2003. 

Menjalankan sebuah LSM sangat beresiko di Belarusia, kekuasaan diktator sangat mengekang kebebasan 

berpendapat dan berorganisasi. Mendaftarkan secara resmi sebuah organisasi independen adalah hal yang 

sulit bahkan mustahil dan penguasa juga membatasi akses organisasi untuk pendanaan. Pada tanggal 4 

Agustus 2011, Ales ditahan karena menggunakan dana asing dan dituntut, atas dasar yang bias, dengan alasan 

“menyembunyikan keuntungan dalam jumlah yang besar”. 

Di bulan November 2011,  Ales dihukum empat setengah tahun penjara, harta bendanya disita dan ia 

harus membayar denda sekitar $85.000. Di hari terakhir persidangannya, ia menyatakan “Saya tidak pernah 

menyesali satupun tindakan saya selama 30 tahun membela demokrasi dan HAM di Belarusia. Semua yang 

sudah saya lakukan, saya menyadarinya”. Dipindahkan ke sebuah penjara sipil, ia dituntut dengan sejumlah 

tindakan melanggar disiplin oleh otoritas penjara, sehingga harus menghadapi isolasi dan tekanan psikologis 

yang lebih tinggi.

Ales Bialiatski has been an active promoter of democracy in Belarus for nearly 30 years. Having organised 

many actions against totalitarianism, he was arrested more than 25 times. In 1996, he co-founded the Viasna 

Human Rights Centre, an NGO providing assistance to political prisoners which has been working illegally 

since its dissolution in 2003.

Operating an NGO is extremely risky in Belarus, a dictatorship where freedoms of expression and 

association are blatantly violated. In addition to making registration of independent associations extremely 

difficult if not impossible, authorities also restrict their legitimate access to funding. On 4 August 2011, Ales 

was arrested for using foreign funds and charged, on biased grounds, with “concealment of profits on an 

especially large scale”.

In November 2011, heAles was sentenced to four and a half years of imprisonment, his property was 

seized and he was ordered to pay a fine of app. 85 000 USD. On the last day of his trial, he declared “I do not 

regret even one single step that I have taken over these 30 years to defend democracy and human rights in 

Belarus. Everything I did, I did knowingly”. Transferred to a Penal Colony, he has been subjected to numerous 

arbitrary disciplinary sanctions by the facility’s administration, thus facing increasing levels of isolation and 

psychological pressure.

Belarus: Ales Bialiatski, head of the Viasna Human Rights 
Centrez and FIDH Vice President, is serving  four 
and a half years of imprisonment for defending human rights



OLGA 
HAMADI
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lga Hamadi adalah seorang pengacara di Papua dan menjadi Koordinator KontraS Papua. Sejak 2005, 

ia menangani kasus-kasus bernuansa politis yang sensitif tentang sebagian orang Papua yang ditahan 

karena dituduh melakukan makar akibat menyuarakan pendapat di muka umum dan terlibat dalam aksi 

demonstrasi damai. 

Karena kasus-kasus sensitif  yang ditanganinya dalam menghadapi militer, polisi dan pasukan keamanan, 

dia sering dipantau dan dimata-matai terang-terangan saat bekerja di kantor dan sering diintimidasi melalui 

telepon berulang kali. Dalam salah satu penanganan kasus di Wamena pada 2012, sekerumunan besar orang 

mengepungnya sebelum ia memasuki pengadilan dan mengitimidasi untuk membunuhnya. Polisi tidak 

menjaga keamanannya.

 Situasi ini mencerminkan bagaimana hambatan dari para pengacara di Papua untuk bekerja secara 

profesional dalam mendampingi orang-orang Papua yang terus mengalami diskriminasi dan kekerasan dalam 

keseharian hidup mereka.

Olga Hamadi is a lawyer from Papua and Coordinator of KontraS Papua. Since 2005, she has been taken 

on politically sensitive cases, mostly concerning Papuans who are charged with treason for publicly expressing 

their opinions and being involved in peaceful demonstrations.

Because of the sensitive cases Olga takes on against the military, the police and the security forces, she 

is often monitored and spied upon blatantly whilst working at the office. She is intimidated by telephone 

repeatedly. In handling a case in Wamena in 2012, a crowd of people violently blocked her from entering the 

court and threteaned to kill her. The police officers present made no attempt to protect her. 

Olga represents the difficult working situation of all lawyers and human rights defender in Papua, who 

have to deal with violence every day. 





HILARIA SUPA
HUAMAN

“We, Indigenous people, must speak for ourselves. That 
is the only pattern to true freedom; this is what we must 
learn and teach to our daughters and sons”.

Photo: Pierre-Yves Ginet, 2006, Anta, Peru



Peru: Hilaria Supa Huaman, seorang figur ternama dari Indian Quechua, 
saat ini adalah anggota dari Parlemen Peru, di sebuah dataran tinggi 
mengarah Cuzco. 

inominasikan untuk Penghargaan Nobel, Hilaria Supa Huaman memanggul beban sejarah yang berat: 

lahir dari kasus perkosaan, diperkosa ketika menginjak usia 14 tahun, seorang janda muda yang ditinggal 

suaminya yang kedua, seorang pekerja di kota Lima yang rentan akan kasus seksual, etika dan diskriminasi, ia 

telah berjuang bagi hak-hak perempuan dan penghormatan bagi budaya tradisional Andes selama lebih dari 

20 tahun. “Kami, masyarakat adat, harus berbicara untuk kami sendiri...[berpikir untuk kami sendiri. Inilah satu-

satunya pola untuk kebebasan yang sejati; inilah apa yang harus kami pelajari dan ajarkan kepada anak lel,aki 

dan perempuan kami.” 

Antara tahun 1995 dan 2000, lebih dari 331.600 wanita disterilisasi sebagai hasil dari “tindakan operasi 

kontrasepsi sukarela” yang merupakan program Presiden Fujimori. Seorang pemimpin petani di wilayah Cuzco, 

Hilaria, mendorong kaum wanita untuk memprotes pemerintahan Presiden Fujimori di awal tahun 1996, 

dengan tanpa hasil. Di tahun 2001, walaupun ada ancaman, ia meyakinkan dua belas wanita asli Anta untuk 

mengikuti dirinya menuju Lima untuk bersaksi di depan para hakim, perwakilan politik dan wartawan. Karena 

aksi mereka belum berhasil, mereka membentuk Asosiasi Wanita untuk Korban Sterilisasi yang dipaksakan dan 

mengajukan tuntutan hukum di tahun 2010, melanjutkan perjuangan mereka demi keadilan.

Peru: Hilaria Supa Huaman, emblematic figure of the Quechua Indians, 
today member of the Peruvian Parliament, on a plateau overlooking 
Cuzco. 

Nominated for the Nobel Peace Prize, Hilaria Supa Huaman carries a heavy history: born from rape, raped 

in turn when she was 14 years old, a very young widow neglected by her second husband, a domestic worker 

in Lima at prey for sexual, ethical and cultural discrimination, she has been fighting for the rights of women and 

the respect of the traditional Andes culture for more than 20 years. 

Between 1995 and 2000, over 331,600 women were sterilised as a result of the “voluntary anti-conceptive 

surgical acts” programme of President Fujimori. A peasant leader of the area of Cuzco, Hilaria encourages women 

to file complaints against Fujimori’s regime as early as 1996, with no results. In 2001, despite the threats, she 

convinces twelve women native of Anta to follow her up to Lima in order to testify in front of judges, political 

representatives and journalists. As their action remains unsuccessful, they form the Women’s Association of 

Forced Sterilisation Victims of Anta and file a new lawsuit in 2010,  continuing their struggle for justice.



TAMA. S
LANGKUN

ama. S Langkun adalah aktivis anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW), yang aktif 

memperjuangkan pemberantasan korupsi di Indonesia dan kerap mendapatkan ancaman berupa 

intimidasi dan teror. Ia telah aktif mengkritisi kebijakan negara sejak menjadi mahasiswa pada 2006 dan 

bergabung di ICW pada 2009. Pada 2010, ia diserang, dikeroyok dan dianiaya oleh orang tak dikenal setelah 

mengungkapkan hasil investigasi atas korupsi ‘rekening gendut’milik perwira Polri. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjenguk Tama di rumah sakit memberikan instruksi  

kepada Kapolri untuk melakukan investigasi terhadap kekerasan yang terjadi serta meminta masyarakat 

menghentikan segala tindak kekerasan. Hingga kini, tidak ada pelaku yang dihukum atas penganiayaan 

tersebut. Pun, tak jelas juga arah pengungkapan hukum dari korupsi ‘rekening gendut’ perwira Polri. 

Kekerasan terhadap Tama sebagai aktivis anti korupsi menjadi potret peristiwa kekerasan berupa 

intimidasi, teror maupun ancaman-ancaman di berbagai daerah di Indonesia, khususnya jika aktif dalam 

mengungkap korupsi di Pemda dan DPRD setempat.

Tama. S Langkun is an anti-corruption activist from Indonesia Corruption Watch (ICW), who has been 

struggling to eradicate corruption in Indonesia and often gets threats in the form of intimidation and terror. He 

was active to criticize the government since being student on 2006 and joined ICW on 2009. He was assaulted, 

attacked and persecuted by unknown person after revealing an investigation report in 2010 about “Fat Accounts” 

owned by high-ranking police generals in the Indonesian National Police. 

President Susilo Bambang Yudhoyono visited Tama at hospital and gave an instruction to the Chief of 

Police to investigate the violation suffered by Tama, furthermore requesting the public to stop all kinds of 

violence. Until now, no perpetrator has been convicted for the attack. Moreover, the disclosure of the National 

Police officer’s “Fat account” remains unclear.

The violation against Tama as an anti-corruption activist is a portrait of violations in the form of intimidation, 

terror, and threats in many regions in Indonesia, particularly for those activists who fight to eradicate corruption 

in local government and parliament.

Photo: Doc KontraS, Jakarta, Indonesia







SOMBATH
SOMPHONE
Photo : Family picture, 2005, Vientiane, Laos.

Laos: Sombath Somphone, a farmer, community developer and rights activist, 
teaches the youth how to fish. He has been missing since December 2012.  

Sombath Somphone has devoted his entire 
life to improving the lives of poor farmers and 
peasants in Laos. After graduating in Education and 
Agriculture from Hawaii University, he returned to his 
country to teach low-cost methods of improving farm 
production and food security. In 1996, he founded the 
Participatory Development Training Center (PADET) 
to provide training for youth and local government 
officials in community-based development. He retired 
from his position as Director of PADET in mid-2012.

Sombath’s work has been profoundly integral 
to the lives of ordinary people in Laos. He has been 
deeply involved in educating and building the 
capacity of the youth, initiating alternative sustainable 
development models and tackling rural poverty. 

In December 2012, Sombath disappeared. He 
was last seen on the evening of December 15 as he 
was stopped by police officials at Thadeau police 
post in Vientiane. His family, colleagues, human rights 
organisations and government officials around the 
world have asked the Lao government to look closely 
into the circumstances of Sombath’s disappearance, 
considering that he went missing within a short 
time after he was stopped by police authorities 
and within the vicinity of a police outpost. But the 
authorities have constantly denied any involvement. 
“His disappearance has sent a chilling message 
to the fragile civil society in Laos”, said Vanida S. 
Thephsouvah, President of the Lao Movement for 
Human Rights (MLDH).

ombath Sompone telah menghabiskan seluruh 

hidupnya demi memperbaiki kehidupan petani 

miskin di Laos. Setelah lulus dari Universitas Hawai 

Bidang Pendidikan dan Pertanian, ia kembali ke 

negaranya untuk mengajarkan teknik murah biaya 

dalam memperbaiki produksi peternakan dan 

keamanan pangan. Tahun 1996, ia mendirikan Pusat 

Pelatihan Pembangunan Partisipatif (PADET) untuk 

memberikan pelatihan bagi kaum muda dan pegawai 

pemerintah setempat mengenai pembangunan 

berbasis masyarakat. Ia pensiun dari posisinya sebagai 

Direktur PADET di pertengahan tahun 2012. 

Pekerjaannya adalah bagian yang tak 

terpisahkan dari hidup orang banyak di Laos. Ia sangat 

terlibat dalam pendidikan dan peningkatan kapasitas 

kaum muda, mempelopori model pembangunan 

berkelanjutan dan upaya mengikis kemiskinan 

pedesaan. 

Di bulan Desember 2012, Sombath menghilang. 

Ia terlihat terakhir kali pada tanggal 15 Desember 

malam sewaktu ia dihentikan oleh anggota polisi 

di pos polisi Thadeau di Vientiane. Pihak keluarga, 

rekan sekerja, organisasi HAM dan pemerintah 

di seluruh dunia telah meminta pemerintah 

Laos untuk menyelidiki secara mendalam kasus 

hilangnya Sombath, mengingat ia hilang sesaat 

setelah dihentikan oleh anggota polisi dan terlihat 

di sekitar pos polisi. Namun pihak berwenang selalu 

membantah. “Hilangnya Sombath telah mengirimkan 

pesan yang jelas kepada masyarakat yang rapuh 

di Laos”, ujar Vanida S. Thephsouvah, Presiden dari 

Gerakan HAM Laos (MLDH).

Laos: Sombath Somphone, seorang 
petani, penggerak komunitas dan aktivis, 
mengajar anak-anak memancing. Ia 
hilang sejak Desember 2012. 



MUNIR
SAID THALIB
Photo: Bernard Chaniago - Pusat Data Analisa Tempo, Indonesia 

unir adalah simbol perjuangan dari pembela HAM di Indonesia. Ia dibunuh oleh sebuah perencanaan 
konspiratif yang melibatkan Badan Intelejen Negara, justru di masa reformasi, 2004.  Munir adalah pendiri 

KontraS pada tahun 1998, terlibat aktif di YLBHI dan menjadi direktur Imparsial. Ia mulai bergelut untuk mengkritisi 
kebijakan pemerintah Orde Baru sejak bergabung di LBH Pos Malang dan LBH Surabaya. 

Di KontraS, ia memainkan peran penting dalam mendampingi para korban penghilangan paksa di tahun 
97/98 yang berjuang mencari anak-anaknya yang hilang serta mendorong pertanggungjawaban hukum para 
pelaku. KontraS juga mengkritisi kebijakan militer di Timor Timur, Aceh, Papua serta berbagai kasus kekerasan 
negara lainnya. Atas sepak terjangnya itu, ia dan KontraS kerap mendapatkan intimidasi, teror, ancaman serta 
penyerangan secara fisik. Sebanyak 2 kali kantor KontraS diserang dan dirusak oleh massa. Sementara rumah 
keluarga Munir di Batu, Malang dan Bekasi juga pernah dikirimi bom.  

Pembunuhan berencana terhadap Munir justru terjadi di masa Munir aktif terlibat langsung untuk 
membuat kebijakan-kebijakan reformasi sektor keamanan serta pemenuhan HAM. Kasusnya menjadi perhatian 
dan mendapatkan tuntutan yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono menyatakan bahwa kasus ini adalah ’the test of our history’ dan membentuk tim pencari fakta. Meski 
hukum membawa tiga orang pelaku ke pengadilan, namun pelaku utama dari pembunuhan ini serta motif yang 
melatarbelakanginya belum terungkap dengan jelas. Presiden telah mengingkari janjinya. 

Suciwati, istri Munir menjadi pihak terdepan dalam mendorong penuntasan pembunuhan suaminya. Ia, 
bersama dengan banyak korban pelanggaran HAM dan para pembela HAM berharap terungkapnya peristiwa 
pembunuhan Munir dapat menjadi indikator bagi komitmen Negara untuk serius menyelesaikan peristiwa-
peristiwa pelanggaran HAM yang telah terjadi dan memenuhi hak para korban. Penyelesaian kasus ini juga 
diharapkan dapat menjadi ujung tombak keadilan serta pemenuhan perlindungan bagi para pembela HAM 
dalam mendorong pemerintahan yang demokratis dan memenuhi nilai HAM. 

Photo: Doc. KontraS, Jakarta, Indonesia





Munir is a symbol and prominent human rights defenders in Indonesia. He was assassinated by a 
conspiratorial premeditated that involving state intelligence agencies, even occurred in the era of reform, 2004. 
Munir was the founder KontraS in 1998, actively involved in the Indonesian Legal Aid Foundation and a director 
of the Imparsial. He began to criticize the policies of New Order government since joint the Pos Malang and 
Surabaya Legal Aid.

 In KontraS, he played a important role in assisting the victims of enforced disappearances in the 
year 1997/1998, who are struggling to find their missing children and encourage legal accountability of the 
perpetrators. KontraS also criticize military policy in East Timor, Aceh, Papua and violence by state agencies. 
KontraS and Munir often get intimidation, terror, threats and physical attacks. About two times KontraS office was 
attacked and destroyed by a mob. While Munir’s family in Batu, Malang (East Java) and Jakarta also once sent a 
bomb.

 Premeditated murder of Munir actually happened during his actively involving in making the policies of 
security sector reform as well as human rights fulfilment. His case become the most concern and gains a strong 
demand in both nationally and internationally. Indonesian President, SusiloBambangYudhoyono, stated that 
this case is “the test of our history and formed a fact-finding team. Although the law has been took three of 
the perpetrators to justice, however the main perpetrator of this murder and the motive behind it still unsolved 
clearly. The president has reneged on his promise.



 Suciwati, Munir’s wife became 
the leader in encouraging justice of the 
murder of her husband’s. She, along 
with many victims of human rights 
violence and human rights defenders 
are hoping the unfolding of the case 
of Munir can be an indicator of state 
commitment to resolve other gross 
human rights violations and fulfil the 
rights of the victims. The settlement 
of this case is also expected to be a 
spearhead of justice and protect the 
human rights defenders in promoting 
democratic governance and fulfil the 
human rights values.

Photo: Doc. KontraS, Jakarta, Indonesia
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BISHOP 
CHRISTOPHER
SSENYOJO

Uganda: Uskup Christopher Ssenyonjo, rohaniawan dan aktivis hak-hak kaum 
LGBTI, di kantornya di Kampala.

Uganda: Bishop Christopher Ssenyonjo, clergyman and LGBTI rights 
activist, sits for a portrait in his office in Kampala

skup Ssenyonjo melayani sebagai seorang uskup di Gereja Anglikan selama lebih dari dua dekade. Sejak 
tahun 2001, ia juga melayani sebagai konselor dan pendukung para anggota dari komunitas lesbian, 
gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI) di Uganda. “Ciptaan Tuhan sangatlah kompleks” 

ujarnya, mengacu pada pandangan tradisional kalangan agama tentang seksualitas manusia.“Banyaknya 
pandangan negatif mengenai komunitas homoseksual berakar dari ketidakpedulian terhadap esensi dari 
seksualitas manusia”.“Kriminalisasi terhadap kaum homoseksual adalah penghalang utama untuk menghentikan 
penyebaran virus HIV/Aids”. Pelayanan Uskup Ssenyonjo menjadi tempat bernaung bagi banyak kaum LGBTI 
di Uganda.“Beberapa kaum muda mengatakan kepada saya tanpa adanya jasa konseling, mereka sudah akan 
bunuh diri”, ujarnya lagi.

Gereja Uganda dalam beberapa kesempatan memintanya untuk mengecam homoseksual, namun dia 
menolak. Homoseksual sering kali mengalami kriminalisasi di Uganda: setiap orang yang dituduh “berhubungan 
seksual dengan orang lain di luar kewajaran” dapat dihukum penjara seumur hidup. Sejak tahun 2009, parlemen 
Uganda telah berupaya meloloskan “Undang-Undang Anti Homoseksual” yang akan memperluas kriminalisasi 
dan meningkatkan segala bentuk penangkapan dan penahanan, kekerasan fisik maupun psikologis oleh negara 
dan pihak lain di luar negara, marjinalisasi dan diskriminasi dalam segala bentuk yang sudah dialami komunitas 
LGBTI secara individu maupun organisasi HAM dan pembela HAM seperti Uskup Ssenyonjo. Untuk semua kerja 
dan advokasi yang ia lakukan terhadap kaum LGBTI, Uskup Ssenyojo sudah mengalami ancaman, kehilangan 
fungsinya sebagai seorang uskup dan dikucilkan Gereja Uganda dan bahkan menghabiskan enam bulan di 
Amerika Serikat karena takut akan keselamatannya. Ovit, sim fugia core nemodiam alicienimi, nulpa dolo coreium

Bishop Ssenyonjo served as a Bishop in the Anglican church for more than two decades. Since 2001, he has 
also served as a counsellor and advocate for members of Uganda’s lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex 
(LGBTI) community. ”God’s creation is extremely complex”, Bishop Senyonjo says, referring to some traditional 
religious perspectives of human sexuality. “Many of the negative attitudes about the homosexual community 
are rooted in ignorance about the nature of human sexuality”. “The criminalisation of homosexuality remains 
the most significant barrier to halting the spread of HIV / Aids”.  His counselling services have become a lifeline 
for many conflicted members of Uganda’s LGBTI community. ”Some younger people have told me that without 
counselling services they would have committed suicide”, he says. The Church of Uganda asked him on several 
occasions to condemn homosexuality and he refused.

 Homosexuality is severely criminalized in Uganda: anyone convicted for “carnal knowledge of any person 
against the order of nature” can be sentenced to life imprisonment. Since 2009, the Ugandan parliament has been 
trying to pass an “Anti-Homosexuality Bill” which would significantly broaden this criminalization and contribute 
to increasing the range of arbitrary arrests and detentions, physical and psychological violence by state and non-
state actors, marginalisation and discrimination of all kinds already suffered by LGBTI individuals as well as human 
rights organisations and human rights defenders such as Bishop Ssenyonjo.

For his work with and advocacy for LGBTI individuals, Bishop Ssenyonjo has been threatened, lost  his 
functions as a bishop and was deposed by the Church of Uganda and even spent six months in the United States 
out of fear for his safety.

Photo: Pete Muller,2013, Kampala, Uganda. 





FUAD MUHAMMAD

SYAFRUDDIN
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uad Muhammad Syafruddin, atau yang dikenal dengan Udin adalah wartawan yang memulai 

karier di tahun 1988 dan menjadi koresponden harian lokal Bernas, Yogyakarta. Lewat tulisannya, ia 

membongkar kebijakan orde baru, militer, kasus korupsi, manipulasi yang melibatkan para pejabat lokal 

di Bantul. 

Pada 1996, Udin dianiaya oleh orang tak dikenal di depan rumah kontrakannya. Ia dipukul dengan 

batang besi di bagian kepalanya hingga luka parah dan tak sadarkan diri. Ia mengalami koma dan dirawat 

di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya, ia mendapatkan ancaman, intimidasi dan 

kerap didatangi oleh orang-orang yang diduga berusaha mempengaruhi tulisannya. Polisi yang menyelidiki 

kasus ini menyatakan bahwa penganiayaan hanyalah kriminal biasa, tidak berelasi dengan profesi jurnalis 

dan tidak melibatkan pejabat publik. Polisi juga menghilangkan barang bukti dan mengkambinghitamkan 

pelakunya. Hingga saat ini, jelang 20 tahun kematiannya, kasus ini tak pernah terungkap dengan jelas. 

Pembunuhan terhadap Udin adalah potret kekerasan dan pembatasan berekspresi kepada jurnalis 

yang masih berlangsung sejak kini. Jurnalis masih mengalami intimidasi, teror dan ancaman kekerasan 

dalam menjalan tugas profesionalnya.

Fuad Muhammad Syafruddin, or known as Udin is a journalist who began his career in 1988. He is a 

local newspaper correspondent Bernas, Yogyakarta. Through his writings, he revealed the new order policy, 

military, corruption, manipulationinvolving local government in Bantul.

In 1996, Udinwas tortured by strangers in front of her rented home. He was beaten with an iron rod 

on the head until badly injured and unconscious. He felt into a coma and was hospitalized until eventually 

died. Before he died, he was getting threats, intimidation and often visited by people who allegedly tried 

to influence his writing. Police claimed that persecution is just an ordinary criminal; it was not relate to 

professional journalists and not involving any stakeholders. Police also eliminates evidence and look 

forscapegoat. Up to now, almost 20 years after his death, the case was never revealed clearly.

The murder of Udin is a portrait of violence and restriction of expression to journalists who are still 

ongoing until now. Journalists are still experiencing intimidation, terror and threats of violence in running 

their professional works.







Photo: Gepenk - Hukum Online, Indonesia

NGADINAH

gadinah adalah seorang buruh yang bertransformasi menjadi pendamping hukum buruh. Sejak 1986 ia mulai 

bekerja sebagai buruh di Tangerang dan melihat berbagai ketidakadilan dan eksploitasi yang membuatnya 

geram dan marah. Ia melihat dan merasakan secara langsung pemberlakuan jam kerja dan upah murah, pembatasan 

hak untuk berserikat, beribadah serta cuti haid.

Pada September 2000, saat bekerja sebagai buruh dan sekretaris umum Perkumpulan Buruh Pabrik Sepatu PT 

Panarub, ia memimpin aksi menuntut pelaksanaan aturan tentang penghargaan masa kerja yang tidak dilaksanakan 

oleh perusahaan yang menyebabkan perusahaan lumpuh. Ia dikriminalisasi atas tindakan pencemaran nama baik, 

penghasutan dan perbuatan tidak menyenangkan karena wawancaranya di TV swasta. Ia kemudian dimasukkan 

dalam tahanan LP Wanita Tangerang tanpa melalui proses pengadilan. Saat dihadapkan ke pengadilan, ia mengajukan 

penangguhan penahanan dan di kabulkan oleh majelis hakim hingga akhirnya ia menjadi tahanan rumah dengan 

jaminan aktivis HAM, termasuk Munir. Solidaritas sesama buruh dan pembela yang memberikan dukungan 

membuatnya divonis bebas oleh PN Tangerang. Kemudian ia aktif di berorganisasi sambil menyelesaikan sekolah di 

SMP dan menggapai mimpi hingga menjadi sarjana hukum. Saat ini ia menjabat Ketua Departemen Hukum dan HAM 

Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI). 

Perjuangan Ngadinah bertujuan mulia, meminta agar kaum buruh di manusiawikan. Kisah Ngadinah tersebut 

merupakan salah satu potret bagaimana  perjuangan dan perlawanan yang dilakukan kaum buruh dalam menuntut 

kesejahteraan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Intimidasi, teror dan kriminalisasi kerap diberlakukan 

kepada buruh dan situasi ini masih terus berlangsung hingga kini.

Ngadinah is the worker who having a transformation to be an advocate for workers. Since 1986, she started 

working as a labour in Tangerang and notice a various injustice, also exploitation, which is, make her furious and mad. 

She views and feels directly the implementation work hours and low wages, the limitation rights being associated, 

praying also menstruation leave.    

She worked as worker and general secretary on The Association Shoes Worker Factory (PerkumpulanBuruhPabrik 

Sepatu) PT. Panurab for September 2000, she lead demonstration demanding the implementation of regulation 

concerning the appreciation working period which was not carried out by the company who causing its collapse. 

She was criminalized for defamation, provoking, and unpleasantaction because her interview on one of private TV. 

Because of that, she was detained in womandetention (LP Tangerang) without judicial process. When she was in the 

court, she submitted postponing detention and the judge agreed it. She got guarantee from human rights activist, 

including Munir. Finally, she received the house detention judgement. The solidarity fellow workers and defender who 

gave support for her causing she released from the court ruling in Tangerang. After released, she was active in various 

organizations, while she finished her school on junior high school and reaching out dreams graduated from law school. 

Nowadays, she become a Head Law department and Human Rights   of The Federation Indonesian Labour Union 

(GabunganSerikatBuruh Indonesia (GSBI))

Her struggle is noble aims; solicit for the workers to be more humanized.  The story of Ngadinah is one of potrait 

how does the struggle and the resistance which is doing from the workers for demanding their welfare is not easy. 

The intimidation, terror, and to be criminalized are often  to be undertaken to the workers and these situation are still 

continue up to now.



MAZEN 
DARWISH
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Siria: Mazen Darwish, Presiden Pusat Media dan Kebebasan Berekspresi (SCM) di Siria, 
dalam penahanan sebelum pengadilan sejak Februari 2012 untuk kegiatan memantau 
pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi di Siria sejak Maret 2011.  

azen Darwish adalah seorang pengacara Siria dan wartawan yang mendukung kebebasan berbicara. Ia turut 

mendirikan SCM di tahun 2004, sebuah asosiasi HAM yang bergerak tanpa otorisasi sejak pemerintah Siria 

menolak permohonan pendaftaran asosiasi tersebut. 

Di bulan Maret 2011, sebuah protes damai yang diinspirasi oleh revolusi Arab di Mesir dan Tunisia mulai di 

Siria, menuntut penghormatan mendasar terhadap kebebasan, pembebasan tahanan politik dan penghentian status 

darurat yang telah berlangsung sejak tahun 1963.Namun, pihak berwenang menekan secara keras gerakan damai ini. 

Sejumlah aktivis, termasuk Mazen Darwish, mengkritik dan mendokumentasikan pelanggaran HAM yang dilakukan 

oleh pihak keamanan selama masa represi. Dengan melakukan hal tersebut, mereka menjadi terbuka terhadap 

ancaman dan penahanan. 

Di bulan Februari 2012, Mazen Darwish ditahan bersama 15 orang lainnya. Di bulan Februari 2013, lima orang 

diantara mereka, termasuk Mazen Darwish, diberitahu bahwa mereka akan dituntut di depan Pengadilan Anti Terorisme 

untuk tindakan ‘mempublikasikan aktivitas teroris’. Mazen Darwish dan beberapa rekannya dianggap ‘hilang secara 

paksa” dan menerima tindakan penyiksaan selama kira-kira 9 bulan. Jika terbukti, para aktivis itu dapat mendekam di 

penjara selama 15 tahun.

Syria: Mazen Darwish, President of the Syrian Centre for Media and Freedom of 
Expression (SCM), in pre-trial detention since February 2012 for monitoring gross human 
rights violations committed in Syria in particular since March 2011. 

Mazen Darwish is a Syrian lawyer and journalist advocating for free speech. He co-founded the SCM in 2004, 

a human rights association operating without authorisation since the Syrian government denied its registration 

application.

In March 2011, a peaceful protest movement inspired by the Arab revolutions in Egypt and Tunisia began in 

Syria, calling for the respect of fundamental freedoms, the release of political prisoners and the end of the state of 

emergency that has been in force since 1963. However, the authorities violently repressed this peaceful movement. 

Several activists, including Mazen Darwish, denounced and documented the human rights violations committed by 

the security forces during the repression. By doing so, they exposed themselves to threats and arbitrary detention.

In February 2012, Mazen Darwish was arrested along with 15 other persons. In February 2013, five of them, 

including Mazen Darwish, were informed that they would be prosecuted by the Anti-Terrorism Court for “publicising 

terrorist acts”. Mazen Darwish and some of his colleagues were deemed “forcibly disappeared” and subjected to acts of 

torture during approximately nine months. If convicted, the activists may be imprisoned for up to 15 years.





MOTHERS OF
MAY SQUARE

Argentina: Para ibu di May Square pada pertemuan mingguan mereka 
di Plaza de Mayo, Buenos Aires. .  

Photo: Pierre-Yves Ginet, 2006, Buenos Aires, Argentina



erakan para ibu di May Square dimulai pada bulan April 1977, seiring 

meningkatnya penghilangan paksa di bawah diktator Videla. Suatu pagi, 

kesal akibat tidak diacuhkan oleh pihak berwenang, 14 orang ibu pergi ke May 

Square dengan harapan didengar oleh Videla. Hari demi hari, makin banyak 

wanita yang ikut gerakan tersebut dan jumlah mereka meningkat mencapai 

ratusan ribu. Setiap hari Kamis pukul 3.30 sore, para ibu dan nenek mengelilingi 

plaza yang menghadap Istana Kepresidenan. Mereka menuntut “kembalinya 

mereka yang ditangkap hiup-hidup”. Mereka disebut “orang-orang gila” oleh 

kaum junta militer, namun para ibu di May Square menciptakan cara baru protes 

yang populer yang akan memainkan peranan penting dalam menghentikan 

diktator. 

Tiga puluh tahun kemudian, pergerakan ini tidak hilang. Bahkan jika 

mereka terbagi dalam beberapa grup, mereka tetap melanjutkan aksi mereka 

setiap Kamis di May Square. Cabang utama dari gerakan ini adalah perjuangan 

sosial, menyatakan diri mereka sebagai pewaris dari anak-anak mereka yang 

hilang, yang telah berjuang bagi keadilan sosial dan demokrasi, telah menakuti 

junta militer. 

Para ibu memiliki “anak perempuan” di seluruh dunia, aksi mereka telah 

menginspirasi gerakan serupa lainnya. Banyak yang mengingat tujuan dari para 

wanita pemberani ini: ‘satu-satunya pertempuran dimana kita kalah adalah saat 

kita menyerah”. 

The Mothers of May Square movement emerged in April 1977, as forced 

disappearances became increasingly frequent under the dictatorship of Videla. 

One morning, sick of being ignored by the authorities, fourteen mothers 

went to May Square in the hope of being heard by Videla. Day after day, more 

women joined their movement and they soon reached several hundreds. Every 

Thursday at 3.30pm, mothers and grand-mothers circle on the square facing the 

presidential palace. They demanded the “live reappearance of those that were 

taken alive”. Called “the insane” by the military junta, the Mothers of May Square 

created a new way of popular protest which would play an important role in the 

dictatorship’s ending. 

Thirty years later, the movement has not vanished. Even if they seceded 

into several groups, they carry on their ritual and meet every Thursday on May 

Square. The main branch of the Mothers is now extremely engaged in social 

struggles, presenting themselves as the heirs of their disappeared children, 

whose fight for social justice and democracy had frightened the military junta.

The Mothers have “daughters” across the entire world, their actions having 

inspired several similar movements. Many will remember the leitmotiv of these 

wonderfully insane women: “the only battle lost is the one we abandon”

Argentina: The Mothers of May Square at their 
weekly meeting on the Plaza de Mayo 
in Buenos Aires    



NABEEL 
RAJAB
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Bahrain: Nabeel Rajab, Presiden dari 
Bahrain Centre for Human Rights 
(BCHR), Direktur Gulf Centre for 
Human Rights (GCHR), dan Wakil 
Sekretaris Jendral FIDH, di tengah 
kaum muda pada bulan April 2012. Saat 
ini ia menjalani hukuman dua tahun 
penjara. .  

abeel Rajab telah menuntut refromasi demokrasi dan keadilan sosial di Bahrain sejak tahun 1990. Dengan tidak 

adanya media yang independen dan banyaknya kasus penyiksaan, kerajaan kecil ini seringkali dikritik akan 

pelanggaran HAM. Di bulan Februari 2011, Kebangkitan Arab mencapai Bahrain saat para demonstran menguasai 

jalanan menuntut transparansi lebih, namun pihak berwenang mengambil langkah keras terhadap para pemrotes, 

pemimpin lembaga masyarakat, pembela HAM dan aktivis pro demokrasi. 

Sebagai seorang yang independen dan apolitis, Nabeel menggunakan akun twitter-nya untuk mengatur 

demonstrasi yang damai dan mengemukakan adanya pelanggaran HAM di negaranya. “Kami menentang kekerasan”, 

ujar Nabeel, menuntut adanya dialog terbuka dengan pihak kerajaan. Namun, sikapnya ini tidak membuahkan hasil 

bahkan Nabeel kemudian diculik, dipukuli dan dituduh hal yang buruk di surat kabar pemerintah. Selain itu, ia juga 

mengalami ancaman pembunuhan dan dilarang bepergian. Pada bulan Desember 2012, ia dijatuhi hukuman dua 

tahun penjara karena berpartisipasi dalam pertemuan damai dan mengajak orang untuk ikut serta. 



Nabeel Rajab has been demanding democratic reforms and social justice in Bahrain since the 1990s uprising. 

With no independent media and frequent cases of torture, this small kingdom is often criticised for its human rights 

violations. In February 2011, the Arab Spring reached Bahrain as protesters took to the street to demand more 

transparency, but the authorities responded with harsh measures against protesters, civil society leaders, human rights 

defenders and pro-democracy activists.

An independent and apolitical voice, Nabeel uses his Twitter account to organise peaceful demonstrations and to 

denounce human rights violations in his country. “We are against violence” Nabeel says, demanding an open dialogue 

with the monarchy. But his outspokenness has not yielded any results yet, on the contrary: Nabeel has been kidnapped, 

beaten up and subjected to defamation campaigns in pro-government newspapers, death threats and travel bans. In 

December 2012, he was sentenced in appeal to two years of prison for participating in peaceful gatherings and calling 

others to join

Bahrain: Nabeel Rajab, President of the Bahrain Centre for Human Rights (BCHR), Director of 
the Gulf Centre for Human Rights (GCHR) and FIDH Deputy Secretary General , surrounded by 
the younger generation in April 2012. He is now serving a two-year prison sentence



KHO SENG SENG
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hoe Seng Seng adalah seorang pedagang di Jakarta yang menulis surat pembaca di koran atas kritik 

terhadap pembelian kios dan dikriminalisasi dengan sangkaan pencemaran nama baik. Ia divonis 

penjara dan digugat perdata, namun tetap konsisten melakukan berbagai upaya hukum untuk 

menuntut haknya.

 Pada 2003, ia membeli salah satu kios di ITC Mangga Dua, Jakarta. Pengembang tidak menjalankan 

perjanjian yang disepakati. Ia meminta penjelasan kepada pengembang, namun tidak diindahkan dan justru 

mendapatkan ancaman. Ia kemudian menulis keluhan di surat pembaca koran nasional. Ia dilaporkan oleh 

pengembang ke Mabes Polri pada 2006 dengan sangkaan melakukan pencemaran nama baik.  Khoe Seng 

Seng divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 6 bulan. Ia juga digugat secara perdata dan Mahkamah 

Agung memutuskan ia harus membayar denda sebesar 1 milyar rupiah.

Masyarakat dan konsumen kerap diposisikan sebagai pihak yang lemah. Dalam dunia bisnis, norma 

hukum  dan aturan kerap dimodifikasi sesuai keinginan dan kebutuhan pengusaha, tiada peduli hal tersebut 

mengabaikan akal dan pikiran sehat serta mengabaikan nilai nilai HAM. Di sisi lain, kebebasan Pers - termasuk 

didalamnya pemanfaatan produk pers -  sebagai sarana dalam mengungkap berbagai problem yang terjadi, 

masih menjadi persoalan. Tidak sedikit warga masyarakat, terutama jurnalis menjadi korban atas karya 

jurnalistik yang mereka hasilkan bila karya tersebut tersebut dianggap ‘mengganggu’ kepentingan penguasa 

dan atau pengusaha.

Khoe Seng Seng is a trader in Jakarta who wrote an opinion-letter to the media that criticized against 

the purchase of the stall and criminalized with suspicion of defamation. He was sentenced to jail and sued 

civil. He performs various legal actions to fight for his rights.

In 2003, he bought one of the stalls at Mangga Dua International Trade Center, Jakarta. The trader was 

not fulfilling the agreement. He asked for an explanation to developers, but was ignored and instead getting 

threats. He later wrote a letter of complaint at the National Newspaper. The developer reported him on 

suspicion of defamation to the police in 2006. Khoe Seng Seng sentenced 1 year with 6 months probationary 

period. He was also sued in civil court and Supreme Court decided that he had to pay a fine in the amount of 

1 billion rupiah.

Society and consumers are often positioned as the underdog. In the business world, the rule of law and 

the policy are often modified according to the wishes and needs of employers, no matter it is to defy reason 

and common sense and ignore the human rights values. On the other hand, press freedom - including the 

freedom of using the press products - which means to uncover the problems that occurred, is still a problem. 

Not a few people, especially journalists became victims of journalistic work that they produce when the work 

is considered ‘disturbing’ the interests of the authorities and employers.

.     



FRENCH MIGRANT
RIGHTS

Perancis: seorang pemrotes mengenakan tanda 
yang bertuliskan “Ya, saya menolong orang dan 
tidak meminta kartu identitas mereka” saat 
demonstrasi berlangsung di Paris melawan 
stigmatisasi, represi, dan intimidasi terhadap 
pembela hak-hak kaum pendatang  

France: French a protester 
wearing a sign saying “Yes, 
I help people and do not 
ask for their identity card” 
as citizens demonstrate 
in Paris against the 
stigmatisation, repression 
and intimidation 
of migrants’ rights 
defenders, 

Photo: FIDH, 2009, Paris, France.

embela hak kaum pendatang memainkan peran penting dalam 
membantu orang asing berurusan dengan kompleksitas administrasi 

pemerintah Perancis. Pembela ini dapat berbentuk asosiasi besar yang 
memberikan bantuan hukum kepada pencari suaka dan menjalankan 
penampungan pendatang di seluruh Perancis. Para pembela juga bisa 
merupakan warga yang mengizinkan kamar mandinya untuk dipakai, 
mengisi ulang baterei telpon seluler atau memprotes secara spontan 
di dalam pesawat terbang ketika seorang asing diusir. Para pembela 
ini membela hak orang asing tanpa peduli apakah tindakan mereka 
didokumentasikan atau tidak. Mereka melihat ada orang-orang yang 
membutuhkan bantuan di Negara dengan bahasa dan birokrasi yang tidak 
mereka pahami.

Namun, sebelum tahun 2013, peraturan hukum yang tidak jelas 
digunakan untuk menekan dan mengintimidasi mereka yang membantu 
atau mencoba membantu kaum pendatang. Seseorang yang dinyatakan 
bersalah melalui peraturan ini dapat dipenjara sampai maksimal 5 tahun 
dan dikenakan denda 30.000 euro. Adapun kuota jumlah penangkapan 
yang dilakukan: 5.000 penangkapan di tahun 2009 dan 5.500 pada tahun 
2011. 

Karena “membantu” sangat tidak jelas definisinya, sebuah peraturan 
yang awalnya ditujukan untuk melawan jaringan organisasi penyelundup 
kemudian diarahkan kepada pembela hak pendatang untuk melakukan 
stigmatisasi, menekan dan mengintimidasi. Kalangan LSM memprotes 
pengawasan polisi yang terang-terangan, penyadapan telepon, interogasi 
termasuk penggeledahan tubuh. Semua ini bahkan terkadang mengarah 
pada proses hukum dan penahanan. 

Tahun 2013 terjadi perubahan di Perancis: peraturan diubah untuk 
membedakan orang sebagai pendatang tanpa surat-surat demi mencari 
keuntungan dan demi alasan kemanusiaan, yang kemudian mengakhiri 
“serangan terhadap solidaritas” .



Migrants’ rights defenders play an important role in helping foreigners deal with the complex French 
administration. They can be large associations which provide judicial assistance to asylum seekers and run migrants’ 
shelters throughout the country. They can also be ordinary citizens who let migrants use their shower, charge their 
phone’s battery or protest spontaneously in air planes during deportations of foreigners. Migrants’ rights defenders 
help foreigners regardless of whether they are documented or not. They see needy human beings lost in a country 
whose language and bureaucracy they do not understand. 

However, before 2013, vague legal provisions were used to repress and intimidatethose assisting or trying to 
assist undocumented migrants. One found guilty of these acts could be imprisoned for up to five years and fined 
€30,000. There were also quotas for the number of arrests that should be made under said provisions: 5,000 arrests for 
2009 and 5,500 arrests for 2011.

Because “assisting” was poorly defined, a legislation previously aimed at fighting organised networks (smugglers) 
progressively subjected migrants’ rights defenders to stigmatisation, repression and intimidation. Members of non-
profit organisations complained of overt police surveillance, telephone tapping and frequent questioning, including 
body searches. These procedures sometimes even led to criminal prosecutions and convictions.

2013 witnessed a welcome change in France: the legislation was revised in order to distinguish between people 
dealing with undocumented migrants for profit and those assisting them for humanitarian reasons, thus putting an 
end to the “offence of solidarity”.



Anwar Sadat is the Director of Environment at environmental NGO WahanaLingkunganhidup in 

South Sumatera. He has been active in defending environmental rights, Human Rights and democracy 

since beginning of 2000’s. He advocates on behalf of the farmers in South Sumatera to support them in 

demanding their rights.

On commemorating the national agrarian day in September 2012, Anwar Sadat joined with 

around 1,000 farmers from various regions in South Sumatera to demand that the National Land 

Agency (BadanPertahananNasional) and the Governor resolve agrarian conflict across South Sumatera. 

In the middle of saying mass, he was besieged, attacked and persecuted by the aide to the Governor 

(ajudangubernur), Civil p olice (Satpol PP), and police, resulting in a head injury. He reported the attack 

to the police, but there was no investigation. In January 2013, Anwar continued to carry out advocacy 

for the farmers in OganIlir, in front of the Provincial Police Headquarters of South Sumatera. He was 

accused of demolishing the provincial police’s fence, whereupon a police officer beat, trampled and 

dragged him across the ground. Together with Dede Chaniago and Kamaludin, Anwar was arrested, 

accussed of destruction of property, tortured and tried. He was criminalized and imprisoned, whereas 

the perpetrators who beat him were never prosecuted.

This incident is gives an insight into the violence perpetrated by police officers, civil servants 

and public officials against activists and society who defend environmental rights. This happens across 

Indonesia. Human rights defenders consistently face threats, terror, criminalization and even murder as 

they struggle to sustain a viable and healthy living environment.

nwar Sadat adalah Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Selatan dan telah aktif 

memperjuangkan isu lingkungan hidup, HAM dan demokrasi sejak awal tahun 2000an. Ia aktif 

melakukan pendampingan terhadap para petani di Sumatera Selatan untuk menuntut hak-hak mereka. 

Saat memperingati Hari Agraria Nasional, September 2012, ia bergabung dengan sekitar 1000 

orang petani yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Selatan untuk menuntut Badan Pertanahan 

Nasional dan Gubernur agar menyelesaikan konflik agraria di seluruh Sumatera Selatan. Di tengah massa 

aksi, ia dikepung, dikeroyok dan dianiaya oleh ajudan Gubernur, Satpol PP, aparat Polisidan mengalami 

luka di bagian kepala. Ia melaporkan penyerangan tersebut ke polisi, namun tidak ditindaklanjuti. Pada 

Januari 2013, ia kembali melakukan pendampingan kepada para petani Ogan Ilir di depan Markas 

Polda Sumatera Selatan. Ia dituduh merobohkan pagar Polda, sehingga aparat kepolisian memukul, 

menginjak dan menyeretnya. Bersama dengan Dede Chaniago dan Kamaludin, ia ditahan dan dituduh 

melakukan perusakan dan penganiayaan dan dibawa ke dalam proses hukum. Ia dikriminalisasi dan 

dipenjarakan. Sementara pelaku pemukulan terhadap dirinya tak pernah diadili. 

Peristiwa ini adalah wajah kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian, pamong praja, pejabat 

publik kepada para aktivis dan masyarakat yang membela lingkungan hidup yang terjadi di berbagai 

wilayah di Indonesia. Ancaman, teror, kriminalisasi hukum bahkan pembunuhan adalah pola kekerasan 

yang berulang bagi para pembela HAM yang selama ini mendorong pemenuhan lingkungan hidup 

yang layak dan sehat.



ANWAR SADAT
Photo: Doc. Walhi, Indonesia



alti Panjaitan adalah seorang pendeta dan pemimpin jemaat di Gereja Filadelfia, Bekasi. Ia aktif 

memperjuangkan hak konstitusional jemaat Filadelfia untuk beribadah meski mendapatkan teror dan 

intimidasi dari kelompok-kelompok yang menolak pendirian gereja. Padahal putusan hukum menguatkan 

hak mereka untuk beribadah. Ia bahkan mengalami ancaman pembunuhan hingga dikriminalisasi dengan 

tuduhan melakkukan penganiayaan kepada orang yang menghadang ibadah mereka. Saat ini, Pendeta Palti 

Panjaitan tengah menjalani proses hukum atas kriminalisasi yang dituduhkan oleh Polres Bekasi. 

Peristiwa diskriminasi pembatasan terhadap kebebasan berkeyakinan, beragama dan beribadah 

semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah korban diskriminasi tersebut membangun 

solidaritas dalam Sobat Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama (Sobat KBB), yang terdiri dari jamaah 

Ahmadyah, jemaat Gereja Yasmin, jamaah Syiah Sampang, Sunda Wiwitan dan berbagai kelompok 

kepercayaan lainnya dan bersama-sama memperjuangkan hak konstitusional mereka untuk berkeyakinan, 

beribadah dan beragama. Sejak 2011, Jemaah Gereja Filadelfia dan Gereja Yasmin melaksanakan ibadah 

minggu di depan Istana Negara karena tidak dapat beribadah dengan aman di Bekasi dan Bogor.



PALTI
PANJAITAN

Photo: Opak - Pewarta Foto Indonesia 

Palti Panjaitan is a pastor and church leader in Filadelfia Church, Bekasi. He has been fighting for the 

constitutional rights of the Filadelfia congregation to worship, in the face of terror and intimidation from 

other groups who oppose the establishment of Church. This is despite the verdict from judges, which has 

strengthened their right to worship. In fact, Rev. PaltiPanjaitan suffered death threats and was criminalized using 

allegations of persecution towards a person who was ambushed during worship. To date, Pastor PaltiPanjaitan 

is still undergoing a legal process against the case alleged by the Bekasi Police station.

Cases of discrimination, restrictions towards freedom of thought, conscience or religion and worship 

have escalated in recent years. A number of victims of discrimination have built solidarity through “Friends of 

Conscience and Religion” which consists of the Ahmadiya congregation, Yasmin Church congregation, Shiite 

Sampang Congregation, SundaWiwitan, and other religion groups. They have joined together to fight for 

their constitutional rights to their convictions, worship, and religion. Since 2011, Filadelfia and Yasmin Church 

Congregations conduct Sunday worship in front of the Presidential Palace because they cannot conduct their 

worship in peace in Bekasi and Bogor.



MUZAKIR
Photo: Opak - Pewarta Foto Indonesia 



uzakir adalah seorang Guru Agama warga Desa Seumirah, Aceh Utara yang 

dibunuh aparat TNI pada masa DOM di Aceh, Juni 2003. Ia diambil paksa 

di rumahnya, lalu diikat di pohon pinang sekitar 1 kilo dari rumahnya. Lehernya 

dipotong dan mayatnya baru dapat diambil setelah pers merekam pembunuhan 

tersebut. Ia adalah jaringan kerja KontraS Aceh wilayah Aceh Utara dan kerap 

membantu relawan Aceh untuk menginformasikan adanya tindak kekerasan 

disana. Tidak ada proses hukum terhadap para pelaku, seperti layaknya tidak ada 

proses hukum atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Aceh sejak tahun 1976 

hingga perjanjian damai diberlakukan.

 Pada masa konflik Aceh, kekerasan, ancaman, intimidasi hingga 

penyiksaan dan pembunuhan adalah rasa wajah keseharian rakyat Aceh, tak 

terkecuali bagi para pembela HAM yang harus melakukan mencari informasi, 

mendokumentasikan, dan mengadvokasi berbagai tindakan kekerasan yang 

terjadi. Stigmatisasi sebagai pendukung gerakan separatis kerap ditudingkan 

sebagai justifikasi kekerasan dalam menjalankan kerja-kerja kemanusiaan. 

Kejadian serupa kerap terjadi pada masa konflik Aceh, seperti pembunuhan 

terhadap Jaffar Siddiq Hamzah, penghilangan paksa terhadap Mukhlis dan 

Zulfikar relawan kemanusian LCD, pembunuhan tiga aktivis RATA, pembunuhan 

Sukardi aktivis YRBI, pembunuhan Musliadi aktivis KAGEMPAR. Hingga delapan 

tahun berlangsungnya perjanjian damai Aceh dan pemerintah Indonesia, 

impunity masih terus berlangsung. 

Muzakir was a religious teacher in Seumirah village, North Aceh, who was 
killed by the military apparatus during the military operations Aceh, in June 2003. 
He was taken forcibly in his house, and then tied to a nut tree about 1 kilometer 
from his house. His neck was cut and the body can only be taken after the press 
recorded the murder. He was a network of KontraS Aceh in North Aceh and often 
helped the volunteers in Aceh to inform the violence in that area. There were 
no such legal proceedings against the perpetrators as well as there was no legal 
process to the crimes against humanity that occurred in Aceh since 1976 until 
Aceh peace agreement entered into force.

During the conflict in Aceh, violence, threats, intimidation, torture and 
murder are the daily experiences of the people of Aceh, not least for the human 
rights defenders who have to do the search for information, documenting, and 
advocating the violent acts that occurred. Stigmatization as a supporter of the 
separatist movement is often blamed as the justification of violence in carrying 
out humanitarian work. Similar incidents often occur during the Aceh conflict, 
such as the murder of activist Jaffar Siddiq Hamzah; the enforced disappearances 
of Mukhlis and Zulfikar, both were humanitarian workers of LCD (Link Community 
Development); the murder of three activists of RATA (Rehabilitation Action for 
Tortured Victim in Aceh). Other cases were the murder of Sukardi, the activist of 
YRBI (Clump Bamboo Foundation Indonesia), the murder of Musliadi, the activist 
of KAGEMPAR (The Coalition of Students and Youth Movement of West Aceh). The 
impunity remains continue up to eight years of the peace agreement between 
Aceh and the Indonesian government.





AISYAH
Photo: Doc KontraS, Jakarta, Indonesia

Aisyah, is a mother house hold and member of Kontu-Muna indegenous community in 

Southeast Sulawesi. This community known as Watuputih Indeginous traditional area which consist 

of Kontu, Wawesa, Patu-patu dan Lasukara in Muna Sub-Province, Southeast Sulawesi. Aisyah and 

her co-member of the community experienced intimidations and brutalities by Police, Thug and 

even by local government officers. 

Aisyah, in her struggle, had forced evicticted from her house in 2005, after that she kept moves 

to do the advocacy. They against their indeginoues land/forest where rich of teak trees, to be sold by 

local government of Kontu to business groups. Aisyah and Kontu-Muna Community is a part of big 

problem of indegenous communities in Indonesia, where land and water for them to rely for their 

life is being taken away under the name of “legality” and being sold to businesses group, locally and 

internationally for wood exploration, mining, palm oil, and many other natural sources.

isyah, Adalah seorang Ibu rumah tangga warga Kontu-Muna Sulawesi Tenggara, warga 

masyarakat adat didaerah kawasan kelola adat “Watuputih” yang terdiri dari 4 (empat) 

komunitas adat yaitu Kontu, Wawesa, Patu-patu dan Lasukara yang berada di wilayah Kabupaten 

Muna, di Sulawesi Tenggara (Sultra). Aisyah dan Warga adat disana mengalami berbagai intimidasi 

dan kekerasan dari Polisi, Preman maupun dari Pemerintah Daerah. 

Aisyah sendiri dalam perjuangannya pernah diusir secara paksa dari rumahnya pada 2005, 

tapi dia tetap jalan dalam advokasi. Mereka menolak tanah/hutan adat mereka yang banyak 

didapati pohon Jati, diambil alih oleh Pemda dan pohon-pohonnya dijual ke pengusaha. Aisyah dan 

warga Kontu-Muna adalah bagian dari persoalan besar perjuangan masyarakat adat di Indonesia, 

dimana tanah dan air dimana mereka hidup diatasnya diambil alih atas nama “hukum” dan dijual 

ke pengusaha-pengusaha local maupun internasional untuk eksplorasi kayu, tambang, sawit, dan 

berbagai kekayaan alam lainnya .



OLEG 
ORLOV
Photo: Yulia Klimova/HRC Memorial, 2012, Moscow, Russia.

Rusia: Oleg Orlov ,merupakan 

ketua dari pusat hak asasi manusia 

“Memorial, di depan kantornya, 

memamerkan plat “AgenAsing”, 

Moskow, Rusia

leg Orlov merupakan ahli biologi dan aktivis hak asasi manusia yang telah berkecimpung sejak lama.

Semenjak Era Uni Soviet, dia mendirikan “Memorial”, sebuah kelompok yang didedikasikan untuk 

mendukung rehabilitasi korban korban represi politik di Uni Soviet, mendirikan monumen-monumen u 

ntuk para korban represi politik, membuat dokumentasi yang dikhususkan untuk represi politik dan untuk 

membebaskan tahananpolitik. Selanjutnya, setelah masa kejatuhanUni Soviet, “Memorial” dikenal secara lua s 

sebagai organisasi hak asasi manusia.

Sejak November 2012,  peraturan yang berlaku mengharuskan organisasi non-pemerintayang mendapatkan 

pendanaan dari luar negeri untuk meregistrasikan organisasi merek sebagai “Agen Asing”, dan beberapa 

organisasi non-pemerintah menjadi target peraturan ini.



Oleg Orlov is a Russian biologist and long-time human rights activist. Already during the Soviet era, he 

co-founded “Memorial”, a group dedicated to supporting the rehabilitation of victims of political repression 

in the USSR, establishing monuments for the victims of political repression, creating a documentation center 

devoted to political repression and to freeing political prisoners. Later, after the fall of the URSS and as 

“Memorial” had established itself as a well-known human rights organisation

Since November 2012, a law requires non-governmental organisations receiving foreign funding to 

register as “foreign agents”. The same day, offices of several NGOs were targeted by spray painted inscriptions 

in Moscow.

Russia: Oleg Orlov, chairman of the Board of the Human Rights Center “Memorial”, 
in front of his office building displaying a “foreign agent” plate, Moscow, Russia



Thailand: Somyot Prueksakasemsuk 
muda dengan istrinya, Sukanya “Joop” 
Prueksakasemsuk, dan anaknya dalam 
suatu resort di Saraburi, dimana Somyot 
menyelenggarakan dan menyediakan pelatihan 
untuk serikat perempuan

Thailand: A young SomyotPrueksakasemsuk with 

his wife, Sukanya “Joop” Prueksakasemsuk, 

and their son at one of the resorts in Saraburi, 

where Somyot organized and provided training 

to women unionists.

omyot Prueksakasemsuk muda dengan istrinya, 

Sukanya “Joop” Prueksakasemsuk, dan anaknya 

dalam suatu resort di Saraburi,  dimana Somyot 

menyelenggarakan dan menyediakan pelatihan untuk 

serikat perempuan.

Somyot Prueksakasemsuk adalah aktivis hak buruh, 

editor majalah “Suara dari yang tertindas (Voice of Taksin) 

dan anggota dari serikat kebebasan sipil. Ia merupakan 

aktivis yang cukup lama memulai serikat pekerja di Thailand, 

menyediakan pelatihan hukum, dan mengorganisir kamp-

kamp aktivis dan demonstrasi publik.

Somyot juga merupakan advokat dalam kebebasan 

berbicara, dan menyerukan untuk merevisi undang-undang 

mengenai pemfitnahan, menghina, atau mengancam Raja, 

Ratu, Pewaris, ataupun Bupati di Thailand.

SomyotPrueksakasemsuk is a Thai labour rights activist, editor of the magazine “Voice of the 

Oppressed” (Voice of Taksin) and member of the Union for Civil Liberties (UCL). 

He was one of the earliest activists in Thailand to unionise workers, provide them legal training, 

and organise camp activities and public demonstrations.

Somyot is also a free speech advocate, calling for the revision of the prohibits any word or act 

which “defames, insults, or threatens the King, the Queen, the Heir-apparent, or the Regent”.



SOMYOT
PRUEKSAKASEMSUK
Photo; Pruksakasemsuk family photo album, 1995



PINAR SELEK

A pacifist and minority rights activist, Pinar Selek 

has conducted in-depth studies of the sociological 

conditions of the armed conflict between Turkey and 

Kurdistan. She has also studied the rights of vulnerable 

communities, such as women, the poor, street children 

and sexual minorities. She is a founding member of 

Amargi, a Turkish feminist cooperative and magazine.

Pinar was compelled to leave her home country 

and lives in exile since 2009. She continues to analyse 

the human rights situation in Turkey and the emergence 

of opposition movements, longing to return home.

ebagai seorang pasifis dan pembela hak 

minoritas, Pinar Selek telah melakukan studi 

secara mendalam mengenai kondisi sosiologis konflik 

bersenjata antara Turki dan Kurdistan. Ia juga melakukan 

penelitian mengenai hak-hak komunitas rentan seperti 

perempuan, masyarakat miskin, anak jalanan dan 

kaum minoritas seksual. Ia merupakan anggota pendiri 

“Amargi”, sebuah kerjasama feminist dan majalah.

Pinardi terpaksa untuk meninggalkan negara 

asalnya dan tinggal di pengasingansejak 2009. Dia tetap 

melanjutkan menganalisis situasi hak asasi manusia di 

Turki dan munculnya gerakan oposisi, sertai rindu untuk 

kembali pulang.

Photo: Alice Giraudon,  2013,France.

Turki: Pinar Selek, sosiologis dan 
penulis, dihukum seumur hidup

Turkey: Pinar Selek, sociologist and 
writer, sentenced to life imprisonment



YORMBOPHA

“Ini merupakan pesan kepada kelompokku, 

Jangan pernah menyerah dan berpikir bahwa aku 

tidak akan bisa bebas, kita harus tetap berjuang 

untuk hak atas tanah kita sendiri” YormBopha berkata 

pada Maret 2013, sebelum ia dipaksa masuk kemobil 

van penjara. “Berjuang, Berjuang akan ada keadilan”.

Hari ini komunitas tersebut berjuang atas namanya, 

menghunuskan citranya, dan memanggil solidaritas 

untuknya

“This is my message to our community. Don’t give 

up or think that I can’t be freed. We must keep going 

in our struggle for our land rights,” YormBopha said in 

March 2013, raising her hand before being forced into 

a prison van. “Struggle, struggle – justice will happen”. 

Today, the community protests on her behalf, wielding 

her image and her calls for solidarity

Photo: Cambodian League for the 
Promotion and Defense of Human 
Rights (LICADHO), 2013, Phnom Penh, 
Cambodia.Pray Sar. Maret 2013, Phnom Penh.

“Struggle, struggle – justice will happen”



ISRAELI
PACIFISTS

piral kekerasan yang diikuti awal Intifada kedua di Israel mengabaikan banyak harapan atas resolusi damai 

konflik Israel-Palestina. Saat ini, “Kamp Perdamaian” menderita akibat ketidakpuasan dan kelangkaan 

warga Israel yang memiliki keberanian untuk berdiri dan berdialog tanpa syarat. Namun, sejak tahun 80-an, 

beberapa perempuan mencoba untuk melawan kesenjangan antara Israel dan Palestina.

Beberapa perempuan Yahudi bergabung dalam gerakan Perempuan Dalam Hitam. Mereka berdiri 

berjaga setiap minggu di tempat-tempat umum, biasanya di persimpangan jalan yang sibuk. Memegang poster, 

mereka berpakaian hitam-hitam. Seperti memakai hitam dalam beberapa budaya menandakan berkabung, 

tindakan feminis berpakaian hitam mengkonversi makna perempuan pasif tradisional yang berkabung untuk 

orang yang gugur dalam perang menjadi sebuah penolakan kuat atas logika perang. Yang lainnya bergabung 

dengan Bat Shalom (Perempuan untuk Perdamaian), sebuah organisasi yang berbasis di Yerusalem yang 

menyelenggarakan pertemuan rutin dengan homolog Palestia. Perempuan yang menentang pendudukan 

Israel dan pengingkaran hak Palestina untuk bergerak bebas di tanah mereka mendirikan “Machsom Watch”: 

sejak tahun 2001, mereka melakukan pengamatan harian terhadap pos pemeriksaan di Tepi Barat, di sepanjang 

pagar pemisahan dan di zona seamline, di jalan utama dan kawasan non jalanan serta jalan-jalan tanah, serta 

di kantor Administrasi Sipil dan di pengadilan militer. Bahkan asosiasi campuran seperti B’Tselem atau Ta’ayush 

sekarang sebagian besar dikelola oleh perempuan.

Menjadi seorang perempuan pasifis tidaklah mudah. Berdiri berjaga secara mingguan, mereka, 

Perempuan Dalam Hitam hampir sepanjang waktu diabaikan. Orang-orang yang lewat juga meludahi atau 

menghina mereka baik dalam hal seksual (“pelacur”) dan politik (“pengkhianat”).

Photo: Pierre-Yves Ginet, 2003, Tel Aviv, Israel.

Israel: Perempuan Dalam Hitam di depan 
“Daftar Perintah Perdamaian”, dalam 
Demonstrasi Nasional Perempuan Pasifis, 
tahun 2003.



Israel: The Women in Black in front of a “Table of the Peace commandments”, 
during the national demonstration of pacifist women, in 2003..

The spiral of violence which followed the beginning of the second Intifada in Israel discarded many hopes 
for a peaceful resolution of the Israeli-Palestinian conflict. Today, the “Peace Camp” suffers from disaffection 
and rare are the Israelis who have the courage to stand up for a dialogue without conditions. However, since 
the 80s, a few women try to breach the gap between Israelis and Palestinians.

Some Jewish women joined the Women in Black movement. They stand in weekly vigils in public places, 
usually at busy road junctions. Holding posters, they are dressed entirely in black. As wearing black in some 
cultures signifies mourning, feminist actions dressed in black convert women’s traditional passive mourning 
for the dead in war into a powerful refusal of the logic of war. Others joined Bat Shalom (Women for peace), 
an organisation based in Jerusalem which organises regular meetings with its Palestinian homologue. Women 
who oppose the Israeli occupation and the denial of Palestinians’ rights to move freely in their land founded 
“Machsom Watch”: since 2001, they conduct daily observations of checkpoints in the West Bank, along the 
separation fence and in the seamline zone, on the main roads and on out-of-the-way dirt roads, as well as in 
the offices of the Civil Administration and in military courts. And even mixed associations such as B’Tselem or 
Ta’ayush are now mainly staffed by women.

Being a pacifist woman is not easy. Standing their weekly vigil, the Women in Black are most of the time 
ignored. But the people passing by also spit at them or insult them both in sexualized terms (“whores”) and for 
their politics (“traitors”). 





DOROTHY STANG
Photo: Sisters of Notre Dame de Namur, Anapu, Brazil.

Brazil: Suster Dorothy Stang, pendeta dan aktivis hak-hak lingkungan, sebelum 
pembunuhan-nya pada tahun 2005

Brazil: Suster Dorothy Stang, pendeta dan aktivis hak-hak lingkungan, sebelum 
pembunuhan-nya pada tahun 2005

orothy, seorang suster dari Notre Dame de Namur, mencurahkan hampir 40 tahun hidupnya untuk rakyat 
dan tanah Brazil. Lahir di Amerika Serikat namun merupakan warga negara naturalisasi Brazil, ia bekerja 

di hutan hujan sebagai advokat untuk hak-hak petani miskin dan petani berlahan sempit. Bermula pada awal 
tahun 1970, dia membantu masyarakat adat mencari nafkah dengan bertani plot kecil dan penggalian hasil 
hutan tanpa berkontribusi terhadap penggundulan hutan. Dia adalah seseorang yang sangat dikritisi oleh 
para peternak – yang ia tuduh telah menyiksa para petani, merebut lahan secara ilegal dan merusak hutan 
hujan – Ia sering menerima ancaman pembunuhan dari peternak yang terganggu oleh keterusterangan-nya.

“Saya tidak ingin melarikan diri, saya juga tidak ingin meninggalkan pertempuran para petani yang 
hidup tanpa perlindungan di hutan. Mereka memiliki hak suci untuk bercita-cita memiliki kehidupan yang 
lebih baik di wilayah dimana mereka dapat hidup dan bekerja dengan bermartabat sambil tetap menghormati 
lingkungan “. katanya.

Pada bulan Februari 2005, Dorothy berjalan ke pertemuan komunitas dekat kota kecil Anapu, dia ditembak 
enam kali di dada, punggung, dan kepala. Pembunuhannya mengaduk kemarahan dunia internasional. Berkat 
tekanan internasional, kasus itu telah selesai diselidiki. Proses hukum selanjutnya menyatakan adanya dua 
pembunuh bayaran yang terlibat, perantara, dan dua peternak kaya yang memerintahkan pembunuhan itu 
karena Dorothy telah mengirimkan surat kepada pihak berwenang terkait tuduhan melakukan pembakaran 
untuk membersihkan lahan ilegal. Namun, tidak satupun dari mereka berada di penjara saat ini. Penembak 
dihukum kurang dari delapan tahun dari putusan hukuman selama 27 tahun. Ia akan menjalani sisa masa 
hukumannya di bawah tahanan rumah.

Dorothy, a Sister of Notre Dame de Namur, devoted almost 40 years of her life to the people and land 
of Brazil. Born in the US but a naturalized Brazilian citizen, she worked in the rainforest as an advocate for the 
rights of the rural poor and landless peasants. Beginning in the early 1970s, she helped indigenous make a 
living by farming small plots and extracting forest products without contributing to deforestation. She was a 
fierce critic of cattle ranchers, whom she accused of bullying peasants, seizing land illegally and destroying the 
rainforest. She often received death threats from ranchers annoyed by her outspokenness. 

“I don’t want to flee, nor do I want to abandon the battle of these farmers who live without any protection 
in the forest. They have the sacrosanct right to aspire to a better life on land where they can live and work with 
dignity while respecting the environment”. she said. 

In February 2005, as Dorothy walked to a community meeting near the small town of Anapu, she was 
shot six times in the chest, back and head. Her murder stirred the indignation of the international community. 
Thanks to international pressure, the case was thoroughfully investigated. The subsequent legal saga involved 
two hitmen, a middleman and two rich ranchers who ordered the hit because Dorothy had sent letters to the 
local authorities accusing them of setting illegal fires to clear land. However, none of them is currently in prison. 
Convicted gunman served less than eight years of a 27-year sentence. He will carry out the rest of his sentence 
under house arrest



FLORIBERT 
CHEBEYA BAHIZIRE
Photo: La Passerelle, 2004, Kinshasa, DRC.

Republik Demokratik Kongo: Floribert Chebeya Bahizire, pendiri LSM “Suara dari yang Tidak 
Tersuarakan” dan anggota Majelis Umum Organisasi Dunia Menentang Penyiksaan (OMCT). 
Tewas pada tahun 2010. Sejak itu, pembela hak asasi manusia telah dikerahkan untuk 
memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan Floribert dimintai 
pertanggungjawaban..

The Democratic Republic of the Congo: Floribert Chebeya Bahizire, founder of the NGO “Voice 
of the voiceless” and member of the OMCT General Assembly of the World Organisation 
Against Torture (OMCT) was killed in 2010. Since then, human rights defenders have been 
mobilised to ensure that those responsible for his murder are held accountable.

Floribert Chebeya advocated for the establishment of the rule of law in the Democratic Republic of the 
Congo (DRC), a country devastated by a 32-year long dictatorship and several bloody wars. Criticising rigged 
elections, he affirmed that “the Congolese people is perfectly able to manage its country responsibly and 
transparently” if the regime stopped authoritarian practices. His calls for democratic reforms and institutional 
transparency, as well as better conditions of detention, led him to be subjected to numerous intimidations and 
threats.

The lifeless body of Floribert Chebeya was found in his car on June 2, 2010 on the outskirts of Kinshasa. 
Irregularities that were noted as soon as the corpse was discovered – hindered access to the body, contradictory 
statements by the police concerning the cause of death – gave rise to serious concerns about the willingness of 
the authorities to investigate the case in full independence and impartiality. His family was compelled to flee 
the DRC due to threats and intimidation. Three years later, the trial against alleged perpetrators is ongoing, but 
the justice has still not examined the role played by the highest ranked military officer, General John Numbi. 
Floribert Chebeya family’s lawyers are subject to numerous acts of intimidation

loribert Chebeya mengadvokasi terbentuknya aturan hukum di Republik Demokratik Kongo (DRC), negara 
yang hancur oleh kediktatoran selama 32 tahun dan sejumlah perang berdarah. Mengkritisi pemilu 

yang curang, ia menegaskan bahwa: “orang-orang Kongo sangatlah mampu mengelola negaranya secara 
bertanggung jawab dan transparan jika rezim menghentikan praktek otoriter.” Keinginannya atas reformasi 
demokrasi dan transparansi kelembagaan, serta perbaikan kondisi bagi tahanan, membuatnya menjadi 
sasaran berbagai intimidasi dan ancaman.

Tubuh Floribert Chebeya ditemukan tidak bernyawa di mobilnya pada tanggal 2 Juni 2010 di pinggiran 
Kinshasa. Kejanggalan tercatat segera setelah mayat ditemukan – akses terhadap tubuh yang terhalang, 
pernyataan yang bertentangan dari polisi mengenai penyebab kematian - memunculkan keprihatinan 
serius tentang kesediaan pemerintah untuk menyelidiki kasus ini dengan penuh independensi dan 
ketidakberpihakan. Keluarganya terpaksa melarikan diri dari DRC karena ancaman dan intimidasi. Tiga tahun 
kemudian, pengadilan terhadap mereka yang diduga pelaku pun berlangsung, namun keadilan masih belum 
memeriksa peran yang dimainkan oleh perwira militer tertinggi, Jenderal John Numbi. Pengacara keluarga 
Floribert Chebeya adalah subjek dari berbagai tindak intimidasi.





HRANT 
DINK
Photo: Çiçek Tahaoğlu, 2011, Istanbul, Turkey

Turki: Demonstrasi untuk mengenang Hrant Dink, pemimpin 
redaksi majalah Agos, dibunuh pada tahun 2007 karena 
posisi pasifisnya terhadap hubungan Turki-Armenia.



rant Dink, seorang jurnalis Turki asal Armenia dan mantan pemimpin gerakan reformasi 

demokrasi di Turki, mempersonifikasikan dialog antara Turki dan Armenia. Ia mendirikan Agos 

tahun 1996, majalah dwibahasa yang didedikasikan untuk hak asasi manusia, hak-hak minoritas, 

dan demokratisasi di Turki.

Hrant Dink mengadvokasikan rekonsiliasi Turki-Armenia, mengecam penyangkalan Turki 

atas genosida di Armenia dan kampanye diaspora Armenia atas pengakuan internasional. “Jika 

saya menulis tentang genosida itu membuat marah para jenderal Turki, saya ingin menulis dan 

bertanya bagaimana kita dapat mengubah konflik historis menjadi perdamaian” katanya, berharap 

pertanyaannya akan membuka jalan bagi perdamaian antara kedua bangsa.

Sayangnya, keterusterangannya itu tidak disambut baik oleh semua orang. Selain menerima 

ancaman kematian dari nasionalis Turki, Hrant Dink juga dituntut tiga kali atas “merendahkan 

keturkian” di bawah Pasal 301 KUHP. Pada tanggal 19 Januari 2007, Hrant Dink dibunuh di jalan 

umum di depan kantornya di Istanbul oleh seorang remaja dekat yang dekat dengan gerakan 

ultra nasionalis. Pada pemakamannya, dua ratus ribu pelayat berbaris memprotes pembunuhan 

itu, meneriakkan “Kita semua Armenia” dan “Kita semua Dink Hrant”. Kritik atas Pasal 301 menjadi 

semakin vokal setelah kematian Hrant Dink, menyebabkan usulan agar parlemen mencabutnya. 

Namun sampai saat ini pemerintah Turki gagal untuk menjawab dugaan keterlibatan pejabat 

negara dalam pembunuhan tersebut.

Hrant Dink, a Turkish journalist of Armenian origin and former leader of the movement for 

democratic reforms in Turkey, personified the dialogue between Turks and Armenians. He founded 

Agos in 1996, a bilingual magazine dedicated to human rights, minority rights and democratization 

in Turkey. 

Hrant Dink advocated for a Turkish-Armenian reconciliation, denouncing both Turkey’s denial 

of the Armenian genocide and the Armenian diaspora’s campaign for its international recognition. 

“If I write about the genocide it angers the Turkish generals. I want to write and ask how we can 

change this historical conflict into peace” he said, hoping his questioning would pave the way for 

peace between the two peoples.

Unfortunately, his outspokenness was not welcomed by everyone. Besides receiving death 

threats from Turkish nationalists, Hrant Dink was also prosecuted three times for “denigrating 

Turkishness” under Article 301 of the Criminal Code. On 19 January 2007, Hrant Dink was assassinated 

on a public street in front of his office in Istanbul by a teenager close to ultra nationalist movements. 

At his funeral, two hundred thousand mourners marched in protest of the assassination, chanting 

“We are all Armenians” and “We are all Hrant Dink”. Criticism of Article 301 became increasingly vocal 

after his death, leading to parliamentary proposals for repeal. But to date the Turkish authorities 

have failed to address state officials’ alleged involvement in the killing

Turkey: Demonstration in memory of Hrant Dink, editor in chief of 
the magazine Agos, assassinated in 2007 for his pacifist position 
on Turkish-Armenian relations
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